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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap tindak pidana
korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraoridanry crime) terhadap reformulasi
pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini dan di masa yang
akan datang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan dan analisis
kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-
Tpk/2021, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3134 K/Pid.Sus/2022, sebagai
tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2)
mengatur hukuman mati tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat
dijatuhkan, seperti ketika negara dalam keadaan darurat, bencana alam, krisis
ekonomi, atau kondisi yang mengancam stabilitas bangsa. Dalam keberadaan
frasa tersebut perlunya kehati-hatian dalam pembuat undang-undang dalam
mengatur pidana mati, pentingnya untuk direformulasi dengan penegasan
pengaturan agar tidak ada penafsiran yang salah dalam penjatuhan hukuman

mati pada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Reformulasi, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati



ABSTRAK

This research aims to examine and analyze the crime of corruption as an
extraordinary crime (extraoridanry crime) against the reformulation of the
death penalty in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption
in Indonesia at this time and in the future in an effort to prevent and eradicate
corruption. The method used in this research uses a normative juridical
approach by focusing on the legislative approach and case analysis on the
Central Jakarta District Court Decision Number 29/Pid.Sus-Tpk/2021, and
Supreme Court Decision Number 3134 K/Pid.Sus/2022, as a corruption crime
in certain circumstances. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of the
Crime of Corruption in Article 2 paragraph (2) regulates that the death penalty
for corruption crimes in certain circumstances can be imposed, such as when
the state is in a state of emergency, natural disaster, economic crisis, or
conditions that threaten the stability of the nation. In the existence of this phrase,
the need for caution in lawmakers in regulating the death penalty, the
importance of reformulation with regulatory affirmation so that there is no
wrong interpretation in imposing the death penalty on perpetrators of
corruption crimes.

Keywords: Reformulation, Corruption Crime, Death Penalty
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